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GUBERNUR GORONTALO

PERATUMN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOtvlORri 2 TAHUN 2013

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAEMH

PROVINSI GORONTALO

DENGAN MHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

bahwa untuk efisiensi dan efektifitas kelembagaan sebagai upaya

mewujudkan kepernerintahan yang baik perlu penataan Struktur

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daei-ah;

bahwa kelembagaan pemerintahan daerah diarahkan untuk

menjadi organisasi yang solid dan mampu berperan sebagai

wadah bagr pelaksanaan fungsi-fungsi kebijakan pemerintah

sesuai dengan visi dan misi;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (1) peraturan

Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi perangkat

Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi

dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Gorontalo;

bahwa bercjasarkan peftimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan peraturan Daerah

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah provinsi

Gorontalo.
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Undang-Undang Nomor B Tahun i974 tentang pokok_pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 1g7
Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia
Nomor 3890); sebagaimana telah diubah dengan Undang_Undang
Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan Atas Unoang_Undang
Nomor B Tahun L_q74 tentang pokok_pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1G9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
Undang-Undang Nomor 3g Tahun 2000 tentang pembentukan

Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Ncmor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4060):

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 42g7);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan

Neeara (Lenrbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Lindang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan

Daerah (Lenrbaran i\iegara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Ne-oara Republik Indonesla Nomor
4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Unciang Nomor 12 Tahun 2C0B tentang perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun Z0A4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844):

Undang-Uncang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan

f.euangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Neqara

Republik Indonesia t ' lomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan

Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1547), sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994

tentang labatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam labaian Struktural

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018)

sebagaimana telah drubah dengan Peraturan Pemerintah nomor

13 tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah

nomor 100 tahun 2000 tentang pengangkatan Pegawai Negeri

Sipil dalam jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesra Nomor 4194);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor i40, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesiai Tahun 2005 Nomor

165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4593) :

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4741);

Pe!-aturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang

Pedoman Teknis Organisasi Perangkat Daerah.
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN MKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO
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GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS DAERAH PROVINSI GORONTALO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Da€irah ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Pfovinsi Gorontalo.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan

prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggaraar Pemerintahan Daerah .

4. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Gorontalo.

5. Dewan Perwakilan R.akyat Daerah yang selanjutnya dislngkat DPRD adalah Dewan

Penarakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo.

6. Sekretaris Daerar adalah unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah.

7. Dinas adalah dinas yang beftanggung lawab di bidang tugasnya.

8. Unit pelaksana teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas

teknis oada dinas.

BAB I]

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibetuk organisasi dan tata kerja Dinas Daerah.

(2) Dinas Daerah selragaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. dinas pendidikan, kebudayaan pemuda dan olahraga ;
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c. dinas koperasi, UMKM. perindustrian, dan Derdagangan;

d. dinas perhubungan/ pariwisata, komunikasi dan informatika;

e. dinas tenaga kerja dan transmigrasi;

f. dinas pekerjaan umum;

g. dinas pertaniian tanaman pangan dan hortikultura;

h. dinas perikanan dan kelautan;
^ , , - a ^ -  ; - . , -  ' n ; ^ ^ - - t .

L  U  t d >  t \ c t  t u L c | | t d t  t u d t  t t r t  t t r t  9 t  > u | l t u t r r  u d y o  | | | | | | v r o r ,

I. dinas keuangan dan aset Daerah;

k. dinas peternakan dan perkebunan;dan

l. dinas sosial.

BAB III

DiNAS DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasai 3

(1) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi Daerah yang dipimpin oieh kepala

Dinas.

(2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan

bertanggungjawarb kepada Gubernur melaiui sekretaris Daerah.

Pasal 4

(1) Dinas Daerah nempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah

berdasarkan asas; otonomr dan tugas pembantuan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Daerah

menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan l ingkup tugasnya;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan

lingkup tugas;nya;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan l ingkup tugasnya; dan

(3) pelaksanaan tugas lain sesuai dengan peraturan peru nda ng-undangan


